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ABSTRAK SKRIPSI 

 

Cynthia Inkiriwang, NPM 92011403161044, Kepastian Hukum Bagi Pemegang 

Surat Penyerahan Atas Tanah Dibimbing oleh J.R.S. Pilongo dan Verry Korua 

 

Kata Kunci : Surat Penyerahan, Kepastian Hukum, Perlindungan Hukum  

 

Pendaftaran surat penyerahan di kantor Badan Pertanahan Nasioanl (BPN) 

seringkali terjadi permasalahan yaitu tumpang tindih antara alas hak atas tanah 

dengan sertipikat dimana penerbitannya terdapat cacat administrasi yaitu penerbitan 

sertipikat yang tidak cermat dan teliti yang mengakibatkan cacat administrasi dalam 

penerbitan sertipikat. Pokok permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan 

skripsi ini, yaitu Apakah Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan tanah dalam 

bentuk Surat Penyerahan berdasarkan asas kepastian hukum? Bagaimana peran 

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi untuk mencegah terjadinya tumpang 

tindih surat kepemilikan tanah yang berbentuk Surat Penyerahan?  

Tujuan penulisan skripsi adalah untuk mengetahui dan memhami mekanisme 

Perlindungan Hukum terhadap kepemilikan suatu tanah dalam bentuk Surat 

Penyerahan. Untuk mengetahui dan memahami peran Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) Mencegah terjadinya Tumpang Tindih tanah (Overllaping). Berkaitan dengan 

itu, maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hukum 

Empiris, sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan Hukum empiris. 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Surat Penyerahan yang di keluarkan 

oleh camat bukanlah surat tanda bukti hak atas tanah, tetapi yaitu surat keterangan 

tanah yang memberi keterangan tentang peralihan antara penjual dan pembeli. Surat 

tanda bukti hak atas tanah  yang sah adalah apabila Surat Penyerahan tersebut telah 

didaftarkan untuk diterbitkan menjadi sertipikat hak milik. Perlindungan Hukum 

dalam kepemilikan tanah dalam bentuk Surat Penyerahan masih sangat lemah 

dikarenakan masih banyak terjadi kasus Tumpang Tindih atau surat yang dibuatkan 

oleh kecamatan lebih dari satu kali dengan pembeli yang berbeda. Peran kantor 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sigi untuk mencegah terjadinya 

Tumpang Tindih dengan tanah yang berbentuk Surat Penyerahan adalah dengan 

melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang merupakan 

rangkaian kegiatan persetifikatan tanah secara masal, bertujuan memberikan 

pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, 

cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia 

untuk menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi pemilik atau yang menguasai 

bidang tanah yang belum bersertipikat. Dengan di buatnya sertipikat dari Surat 

Penyerahan akan menjamin kepastian hukum bagi pemiliknya 

 

 
          

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Cynthia Inkiriwang, NPM 92011403161044, Legal Certainty for Land 

Transfer Certificate Holders, Supervised by J.R.S. Pilongo and Verry Korua 

 

Keywords: Transfer Certificate, Legal Certainty, Legal Protection 

 

Registration of transfer certificates at the National Land Agency (BPN) 

office often has problems, namely overlapping between the land rights and 

certificates where the issuance has administrative defects, namely the issuance 

of certificates that are not careful and precise which results in administrative 

defects in the issuance of certificates. The problems of this research are: Is 

Legal Protection for Land Ownership in the form of a Transfer Certificate 

based on the principle of legal certainty? What is the role of the National Land 

Agency of Sigi Regency in preventing overlapping land ownership certificates 

in the form of Transfer Certificates? The purpose of this research is to find out 

and understand the mechanism of Legal Protection for land ownership in the 

form of a Transfer Certificate. To find out and understand the role of the 

National Land Agency (BPN) in preventing land overlapping. The research 

method used in this study is Empirical Law approach. 

The result in this study is that the Letter of Submission issued by the sub-

district head is not a certificate of proof of land rights, but a land certificate 

that provides information about the transfer between the seller and the buyer. 

A valid letter of proof of land rights is if the Letter of Submission has been 

registered to be issued as a certificate of ownership. Legal protection in land 

ownership in the form of a Letter of Submission is still very weak because 

there are still many cases of Overlapping or letters made by the sub-district 

more than once with different buyers. The role of the National Land Agency 

(BPN) of Sigi Regency to prevent overlapping with land in the form of a Letter 

of Surrender is to implement the National Agrarian Operation Project 

(PRONA) which is a series of mass land certification activities, aimed at 

providing first-time land registration services with a simple, easy, fast, and 

cheap process in order to accelerate land registration throughout Indonesia to 

guarantee legal certainty of land rights for owners or those who control land 

that has not been certified. By making a certificate from the Letter of 
Surrender will guarantee legal certainty for its owner 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap mahkluk individu maupun 

mahkluk sosial, dari lahir manusia membutuhkan tanah untuk kehidupan 

ekonomisnya, dimana kehidupan manusia dari jaman dulu hingga saat ini selalu 

berkaitan secara erat dengan tanah. Karena memiliki keterkaitan yang sangat erat 

maka timbul suatu hak dan kewajiban yakni manusia memiliki hak untuk 

mendayagunakan demi kelangsungan hidupnya dan sebaliknya manusia juga 

memiliki kewajiban untuk memelihara tanah, menjaganya serta mempertahankan 

tanahnya yang merupakan salah satu benda yang dapat berguna untuk kelangsungan 

hidupnya.Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kacamata apapun, termasuk 

kacamata sosiologi, antropologi, psikologi, politik, militer dan ekonomi. Tanah 

merupakan kediaman para makhluk hidup sehingga harus senantiasa dipelihara 

dengan baik. 

Dalam buku "Arah Politik Hukum Pertanahan dan Perlindungan Kepemilikan 

Tanah Masyarakat," Nurhasan Ismail menyatakan bahwa sumber daya alam seperti 

tanah sangat penting bagi kehidupan manusia. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 

Dasar 1945 mengatur bahwa tanah, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. Sumber daya tanah dan sumber daya alam lainnya adalah milik 

kita semua sebagai bangsa. Sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di seluruh bangsa, 

negara bertanggung jawab untuk mengatur penggunaan sumber daya alam demi 

kemakmuran seluruh rakyat, bukan kelompok tertentu. (2012,  hal 33-52). 



 

 

Hak menguasai negara atas bumi, air, dan ruang angkasa bertujuan untuk 

mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dalam hal kebangsaan, 

kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat. Sebagai negara hukum yang 

merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, Indonesia menetapkan UU No. 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) sebagai undang-undang 

agraria resmi negara pada tahun 1960. 

UU Peraturan Tata Ruang dan Pertanahan (UUPA) merupakan sebuah 

terobosan penting dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta menjamin 

ketertiban dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia terkait dengan regulasi 

pertanahan yang berlaku. Di Indonesia, perkembangan situasi pertanahan saat ini 

menjadi sangat krusial dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam hal perencanaan 

bangunan, pendirian usaha, pemenuhan kebutuhan mata pencaharian, dan hal-hal lain 

yang melibatkan individu secara langsung. Kepemilikan tanah oleh individu, dengan 

adanya perlindungan hukum yang sesuai, menjadi sangat penting untuk menegakkan 

keabsahan dan kejelasan hukum. 

Dengan UUPA, diharapkan adanya sistem yang lebih terstruktur dan adil dalam 

pengaturan dan pemanfaatan tanah, sehingga setiap individu memiliki akses yang 

jelas terhadap hak-haknya sebagai pemilik atau pengguna tanah. Hal ini tidak hanya 

meningkatkan kepastian hukum bagi para pemilik tanah, tetapi juga mendukung 

stabilitas ekonomi dan sosial di masyarakat. Melalui regulasi yang sesuai, UUPA 

memainkan peran kunci dalam mengatur dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah 

secara berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan keberlanjutan 

lingkungan.Secara keseluruhan, keberadaan UUPA menjadi landasan penting bagi 

peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia melalui pengaturan yang adil dan 

terukur terhadap sumber daya tanah yang ada. 



 

 

Dalam buku "Penyelesaian Sengketa Tanah Terhadap Sertipikat Ganda di 

Badan Pertanahan Nasional," Prasetyo Aryo Dewandaru menyatakan bahwa 

peningkatan kebutuhan akan tanah terus berlangsung karena ketidak seimbangan 

antara pertumbuhan populasi yang meningkat dan ketersediaan lahan yang terbatas. 

Hal ini memunculkan kepentingan individu yang bisa mengakibatkan sengketa. 

(Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1, Tahun2020, hal156) 

Pendaftaran tanah berasal dari kata Cadastre (bahasa Belanda). Istilah 

"kadaster" digunakan secara teknis untuk menggambarkan daftar (rekaman) yang 

menunjukkan luas, nilai, dan kepemilikan suatu wilayah tanah. Untuk menghasilkan 

kepastian hak atas tanah, hak atas tanah harus didaftarkan. Ini didasarkan pada 

Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), yang merupakan peraturan dasar yang 

mengatur pengelolaan, kepemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pengendalian 

tanah. Tujuan UUPA adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan 

tanah dijalankan seoptimal mungkin untuk kepentingan rakyat. 

Salah satu aspek yang dibutuhkan untuk tujuan tersebut adalah kepastian 

hukum tentang hak atas tanah, yang merupakan dasar utama dalam rangka kepastian 

hukum kepemilikan tanah. Kepastian hukum yang dimaksud dalam ketentuan di atas 

meliputi: 

a. Kepastian tentang subjek hak atas tanah, yaitu individu atau organisasi yang 

memiliki hak atas tanah. 

b. Kepastian tentang obyek hak atas tanah yaitu letak tanah, batas tanah, dan 

panjang tanah. 

Jaminan hukum adalah syarat penting untuk menjaga keadilan dalam kehidupan 

masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh 

siapa pun, termasuk aparat penegak hukum. Dalam konteks pengaturan tanah, 



 

 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

bertujuan untuk memberikan kepastian hukum melalui proses pendaftaran tanah yang 

menghasilkan sertifikat, yang didasarkan pada Surat Penyerahan. 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah 

menetapkan hukum yang pasti untuk hak atas tanah. Kemudian, sesuai dengan 

perubahannya, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah menyempurnakan peraturan tersebut. Peraturan terbaru ini banyak 

menyederhanakan persyaratan dan prosedur pendaftaran tanah. 

Salah satu bentuk legalitas kepemilikan yang paling kuat adalah sertifikat tanah. 

Kepemilikan tanah merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia yang diatur 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), 

khususnya Pasal 28H Ayat (4) yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak 

mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara 

sewenang-wenang oleh siapapun”. 

Pendaftaran tanah tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional atau 

Kantor Pertanahan di tingkat kabupaten atau kota yang memiliki tugas pemerintahan 

di bidang pertanahan. Sertifikat Tanah merupakan keputusan yang bersifat 

beschikkings yang diterbitkan oleh kepala kantor pertanahan sebagai pejabat tata 

usaha negara dan berfungsi sebagai alat bukti yang kuat. Dalam pendaftaran tanah di 

Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kabupaten Sigi di kenal alat bukti bahwa surat 

penyerahan merupakan bukti resmi peralihan kepemilikan tanah. Dokumen ini 

mencatat secara detail informasi mengenai proses serah terima termasuk tanggal 

transaksi, identitas penjual dan pembeli. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam pendaftaran tanah di Kabupaten Sigi 

yaitu tumpang tindih antara alas hak atas tanah dengan sertipikat dimana 



 

 

penerbitannya terdapat cacat administrasi yaitu penerbitan sertipikat yang tidak 

cermat dan teliti yang mengakibatkan cacat administrasi dalam penerbitan sertipikat. 

Oleh karena itu telah penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan 

judul “Kepastian Hukum Bagi Pemegang Surat Penyerahan Atas Tanah di Kabupaten 

Sigi”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan penulis kaji 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan tanah dalam bentuk Surat 

Penyerahan berdasarkan asas kepastian hukum? 

2. Bagaimana peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi untuk mencegah 

terjadinya tumpang tindih surat kepemilikan tanah yang berbentuk Surat 

Penyerahan?  

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Kepemilikan tanah dalam 

bentuk Surat Penyerahan berdasarkan asas kepastian hukum. 

2. Untuk mengetahui peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi untuk 

mencegah terjadinya tumpang tindih surat kepemilikan tanah yang berbentuk Surat 

Penyerahan. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis mapun 

secara praktis sebagai berikut : 

1. Secara Teoritis 



 

 

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di bidang ilmu Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan dapat memberikan penjelasan dan menambah wawasan terkait dengan 

masalah penyelesaian sangketa tumpang tindih (Overlapping)  pada surat penyerahan. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

mengenai sangketa tumpang tindih pada surat penyerahan agar dapat menambah 

pengetahuan sekaligus pemahan. 

b. Bagi Penegak Hukum 

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas khususnya bagi Kantor 

Pertanahan dalam penanganan sangketa tumpang tindih sehingga meminimalisir 

kesalahan. 
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